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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan
pembangunan daerah di bidang kelautan dan
perikanan, perlu dana alokasi khusus guna
membantu membiayai kegiatan khusus bidang
kelautan dan perikanan di daerah tertentu yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan
dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan,
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan, perlu disusun petunjuk
teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang
kelautan dan perikanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan
Tahun 2014;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun
2014;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANANTENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan yang selanjutnya
disebut DAK bidang Kelautan dan Perikanan adalah dana yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang kelautan dan perikanan
yang bersifat investasi jangka menengah gunamenunjang pelayanan
dasar yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kotasesuai
dengan prioritas nasional.

2. Instansi/dinas terkait adalah instansi/dinas yang terkait dengan
pelaksanaan DAK bidang kelautan dan perikanan.

3. Dinas provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi urusan
kelautan dan perikanan.

4. Dinas kabupaten/kota adalah dinas/kantor kabupaten/kota yang
membidangi urusan kelautan dan perikanan dan/atau membidangi
urusan penyuluhan kelautan dan perikanan.

5. Pemerintah provinsi adalah pemerintah daerah di provinsi.

6. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah daerah di
kabupaten/kota.

7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

8. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

9. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Daerah Provinsi.

10. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

(1) Petunjuk teknis penggunaan dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan
kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi, serta pelaporanpelaksanaan kegiatan yang
dibiayai melalui DAK bidang Kelautan dan Perikanan.

(2) Petunjuk teknis penggunaan ditetapkan dengan tujuan:

a. menjamin tertib perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan,
serta administrasi DAK bidang kelautan dan perikanan;
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b. menjamin terlaksanakannya arah pembangunan kelautan dan
perikanan tahun 2015, yaitu:

1. peningkatan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah produk;

2. pengembangan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan
ketertelusuran(traceability)produk hasil perikanan dan jaminan
ketersediaan bahan baku industri;

3. konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan
perikanan serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan upaya
adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim untuk
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

4. pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan
perikanan;

5. pengembangan sumberdaya manusia dan iptek kelautan dan
perikanan; dan

6. peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat perikanan
dengan fokus pada Program Peningkatan Kehidupan Nelayan.

c. menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian,
instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota dalam teknis penggunaan DAK bidang kelautan
dan perikanan;

d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan DAK bidang
kelautan dan perikanan, serta mensinergikan kegiatan yang
dibiayai DAK dengan kegiatan prioritas Kementerian;

e. meningkatkanpenggunaan prasarana dan sarana bidang kelautan
dan perikanan dalam rangka meningkatkan pembangunan
ekonomi masyarakat; dan

f. meningkatkan koordinasi antara Kementerian, instansi/dinas
terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam
melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK bidang
kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Rencana kegiatan yang dibiayai dengan DAK bidang Kelautan dan
Perikanan merupakan kegiatan yang menjadi urusan daerah dan dibiayai
dengan dana Dekonsentrasi atau dana Tugas Pembantuan Kementerian.

Pasal 4

Rencana kegiatan yang dibiayai dengan DAK bidang Kelautan dan
Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diarahkan untuk
menunjang program industrialisasi kelautan dan perikanan, program
peningkatan kehidupan nelayan, dan pengembangan kawasan
minapolitan.
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Pasal 5

Rencana kegiatan DAK bidang Kelautan dan Perikanan diprioritaskan
untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, mutu,
pemasaran, pengawasan, dan penyuluhan bidang kelautan dan perikanan
dalam rangka mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan,
minapolitan serta penyediaan sarana prasarana pemberdayaan
masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan
peningkatan produksi perikanan terutama pada daerah lokasi
pengembangan industrialisasi kelautan dan perikanan, daerah lokasi
peningkatan kehidupan nelayan (PKN) serta daerah yang memiliki potensi
dan telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan.

Pasal 6

(1) DAK bidang Kelautan dan Perikanan digunakan untuk membantu
membiayai kegiatan khusus di daerah yang merupakan urusan
provinsi atau kabupaten/kota dan disesuaikan dengan prioritas
nasional.

(2) Penggunaan DAK bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kriteria teknis
bidang kelautan dan perikanan.

(3) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:

a. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi:

1. jumlah BBIS dalam satuan unit;

2. ekspor hasil perikanan dalam satuan frekuensi;

3. jumlah LPPMHP dalam satuan unit; dan

4. laporan realisasi fisik dalam satuan persen.

b. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota:

1. jumlah produksi perikanan tangkap dalam satuan ton;

2. jumlah produksi perikanan budidaya dalam satuan ton;

3. luas laut dalam satuan kilo meter persegi;

4. status kawasan minapolitan dalam satuan status;

5. laporan realisasi fisik dalam satuan persen; dan

6. luas kawasan konservasi dalam satuan hektare.

(4) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan
DAK bidang kelautan dan perikanan.


